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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 44/PERMEN-KP/2018 

TENTANG 

PENANGANAN PENGADUAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses 

kepada pegawai di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dan/atau masyarakat 

untuk menyampaikan pengaduan mengenai 

terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

  b.  bahwa dalam rangka mengotimalkan penanganan 

pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman 

Penanganan Pengaduan Whistleblower dan 

Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 
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  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan tentang Penanganan Pengaduan di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3866); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5357);  

  6.  Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 191); 
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  7.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  8.  Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 5); 

 

 

 

 9.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1521) 

  10.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1170);  

  11.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Road Map Pengembangan Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
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Nomor 27); 

  12.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

317); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan oleh 

Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan 

mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran 

dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 

2. Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan 

mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran 

dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan 

Kementerian dan bukan merupakan bagian dari 

pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang 
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diadukannya. 

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan 

dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai 

adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara 

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 

atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan 

Kementerian termasuk pejabat atau pegawai yang 

ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada 

organisasi atau institusi lainnya dan digaji 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4. Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang 

mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya 

pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat 

dengan UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri 

yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu 

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari 

organisasi induknya. 

6. Teradu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang 

diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan 

yang terjadi di lingkungan kementerian; 

7. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang 

dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit 

keuangan dan audit kinerja, termasuk dalam kategori 

ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak 

Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu 

Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus 

perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang 

bersifat khas. 

8. Tim Penanganan Pengaduan adalah tim yang 

ditugaskan untuk melakukan penanganan atas 

Pengaduan yang diterima. 
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